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UPP
More attention to community 
participation. Orientation 
workshops held to increase 
residents’ awareness of UPP’s goals 
(including poverty alleviation) and 
processes. Election through 
secret ballot. Menus for 
UPP activities were open, 
with three areas: infrastructure, 
social protection, and economic 
activities. Some kelurahan 
also quali�ed to set up 
a RLF for microcredit loans.

KDP
Increased engagement with 
local government, subdistrict 
o�cials chaired inter-village 
meetings and districts could add 
subdistricts to the programme 
by providing 80% of the funds 
needed for block grants.
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LAUNCH OF upp

KDP Pilot

Inclusive selection of development priorities
Reliance on existing institutions
Open menu
Competition at the subdistrict level
Block grants to subdistrict
Transparent implementation
Facilitation and technical assistance
Accountability

19981997

........

LAUNCH OF KDP

1999

Phase 1
1997-2007

Asian Financial Crisis

One-year pilot to test programme mechanisms 
in twelve subdistricts to prepare for 
the Kecamatan Development Programme (KDP)

April 2007

2010

.
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UU DESA

2011

UU DESA

Rules to boost
involvement of and 

bene�ts on poor women 
introduced

Expansion of 
scale and scope of KDP

Early
2000s

CDD approach like KDP
Grants transferred directly to urban wards 
(rather than subdistricts) to fund micro�nance, 
infrastructure, and training.
Established a community development board 
(Badan Keswadayaan Masyarakat, BKM) as a legal entity 
in each urban ward to select subprojects and 
manage funds. 

Urban Poverty Programme (UPP) modeled on the KDP 
launched to quickly transfer resources to the urban poor; 

Questions  raised on 
KDP relationship with 

local governments

Decentralization of 
Government; 

questions raised on 
KDP relationship 

with local 
government

Funds for RLFs

PNPM Mandiri established. As a national 
programme, PNPM Mandiri aimed to reach 
national coverage by 2014. Work in both rural and 
urban areas to demonstrate that CDD can 
reduce poverty. 

PNPM Support Facility (PSF) was set up to assist 
with GOI’s implementation and expansion of 
the programme, carrying out monitoring and 
evaluation, as well as exploring design changes 
through research and pilots. 

KDP was reaching 
nearly half of 

all Indonesian villages 

KDP
More than six million villagers 
had been involved in building 
KDP sub-projects – predominantly 
infrastructure, such as roads – 
with 45% women or poor 
residents.

6
million

villagers

PNPM Mandiri 
established

PNPM 
Support Facility 

(PSF) set up

PNPM urban incorporated social assistance funds 

 Towards improving health services

 Providing scholarships

 Capacity building

 Grants for urban poor priorities

PNPM Generasi Sehat dan Cerdas 
(PNPM Healthy and Smart Generation) 
pilot began to improve education, 
as well as maternal and child health. 

PNPM RESPEK launched 
to address geographic, social, 
and economic challenges 
unique to Papua; grants were 
provided to villages.

Reach national coverage by 2009
Work in both rural and urban

.. 2009

Government further de�ned 
the country’s poverty 

alleviation agenda, 
to ensure coordination 
between the aims and 

implementation of 
various programmes, and 

to reduce the poverty rate to

 8-10%
by 2014

The National Team for 
the Acceleration of Poverty Reduction 
(Tim Nasional Percepatan 
Penanggulangan Kemiskinan, TNP2K) 
was formed by the President of 
Indonesia to coordinate four 
poverty-related clusters. 

70,000
villages

PNPM Rural was active in over 
70,000 villages and 

every kecamatan. 

Much larger �nancial resources to villages.
Participatory Musyawarah Desa 
(village deliberations, MusDes).
Transparent planning and �nancial processes. 
Public accounting for use of 
development funds.
Support for facilitation. 

January – UU Desa signed into Law; ..
..
.

The target is that by January 2015, 
block grants will be transferred from 
the central government to districts 
for further disbursement to 73,000 villages
in 5,300 kecamatan, as the start of 
the transition to the Village Law.

PPs restrict CDD principles 
speci�ed in UU Desa

47% of villages had developed RPJM-Des. 

47%
villages

PNPM Peduli launched to better reach 
marginalized groups. 15,000 people 
participated in 24 provinces during 
its pilot year.
PNPM facilitators begin working 
with village communities to develop 
medium-term village plans (RPJM-Des), 
which would serve as the basis for 
proposals submitted through 
the programme, as well as for regular 
government planning processes 
(musrenbang).  

PNPM RoadMap published 
jointly by TNP2K, 
Ministry of People’s Welfare, 
Ministry of Home A�airs, 
Ministry of Public Works and 
Bappenas. 

DPR (Dewan Perwakilan Rakyat, 
People’s Consultative Assembly) 
took up the Village Law 
(Undang-undang tentang Desa), 
and provided considerable room 
for expert input, citizen consultation, 
and contributions from government.  

Sustainable facilitation

Integrated community 
empowerment

Strengthening of 
community institutions

Strengthening role of 
regional governments

Improving governance systems 
to promote transparency and

accountability
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Figure 3. Evolution of PNPM Rural and Urban



PNPM Generasi Sehat dan Cerdas 
dimulai untuk menyempurnakan
pendidikan, begitu pula
kesehatan ibu dan anak.

Penggabungan dana perlindungan sosial 

PNPM perkotaan 

PNPM Perdesaan dilakukan oleh lebih dari 
70.000 desa dan setiap kecamatan.

Sumber dana lebih banyak kepada desa.
Partisipasi dalam Musyawarah Desa.
Perencanaan dan proses
keuangan yang terbuka.
Akun publik untuk penggunaan
dana pembangunan.
Dukungan untuk fasilitas.

2009 2013 20152002 2005

28
provinsi

Cakupan UPP

2006

70.000
desa

PPK menjangkau 
hampir setengah dari 

desa di Indonesia

2007

6
juta penduduk

KDP
Lebih dari enam juta penduduk 
desa terlibat dalam membangun
subproyek PPK – terutama
pembangunan, seperti halnya
jalanan – dengan 45% 
perempuan dari penduduk 
miskin

45%

PNPM Mandiri
didirikan

+
PNPM Support 

Facility (PSF) 
didirikan

 Meningkatkan pelayanan kesehatan

 Menyediakan beasiswa

 Peningkatan kapasitas

 Bantuan untuk bagian perkotaan yang miskin

2008

TAHAP 2
2008-2011

Mencapai jangkauan nasional 
pada 2009
Bekerja di perkotaan dan perdesaan

Pemerintah menjelaskan lebih
lanjut mengenai agenda

penanggulangan kemiskinan,
untuk memastikan koordinasi
antara tujuan dan penerapan
dari berbagai program, dan
untuk mengurangi tingkat

kemiskinan sampai

 8-10%
di tahun 2014

TAHAP 3
2011-2014

PNPM RoadMap di publikasikan
bersama oleh TNP2K, Kemenko PMK,
Kementerian Dalam Negeri,
Kementerian Pekerjaan Umum.

Keberlangsungan fasilitas

Pemberdayaan masyarakat
yang terintegrasi

Penguatan institusi 
masyarakat

Penguatan 
Pemerintah Daerah

Peningkatan sistem
pemerintahan untuk

mendukung keterbukaan
dan akuntabilitas

2012

Januari – UU Desa disahkan sebagai UU;

47% perdesaan telah menerapkan RPJM-Des.

47%
desa

Targetnya adalah pada Januari 2015, 
dana bantuan dapat diberikan dari 
pemerintah pusat ke Kabupaten 
untuk penyebaran lebih lanjut ke 
73.000 perdesaan di 5.300 kecamatan,
sebagai tanda permulaan transisi
ke UU Desa.

2014

UPP
Lebih banyak perhatian terhadap 
partisipasi komunitas. Pelatihan 
diadakan untuk meningkatkan 
kewaspadaan para pengguna UPP 
(termasuk penanggulangan 
kemiskinan) dan prosesnya. 
Pemilihan dilakukan secara rahasia. 
Pilihan kegiatan UPP dibuka, 
dengan tiga area: pembangunan, 
perlindungan sosial dan kegiatan 
ekonomi. Beberapa kelurahan juga 
terkuali�kasi untuk membangun 
RLF kredit mikro.

KDP
Peningkatan hubungan dengan 
pemda, pejabat kecamatan 
mengetuai pertemuan antar desa 
dan kabupaten dapat menambah 
kecamatan pada program 
dengan memberikan 80% dana 
yang dibutuhkan untuk bantuan. 

Pendekatan CDD seperti PPK
Bantuan dikirimkan langsung ke kelurahan 
(bukan ke kecamatan) untuk membiayai keuangan mikro, 
pembangunan dan pelatihan.
Membangun Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) 
di setiap kelurahan untuk memilih subproyek dan 
mengatur dana.

..

.

PELUNCURAN pkp

KDP Pilot

Pilihan inklusif dari kepentingan pengembangan
Ketergantungan pada institusi yang ada
Open menu
Kompetisi di tingkat kecamatan
Bantuan kepada kecamatan
Implementasi yang terbuka
Fasilitasi dan bantuan Teknis
Akuntabilitas

19981997

........

Peluncuran PPK

AWAL
2000s

1999

Pertanyaan mengenai
hubungan PPK dan
pemerintah daerah;

pemda

Peraturan untuk
mendorong keikutsertaan 

dan bantuan terhadap 
wanita miskin

Pelebaran skala dan
jangkauan dari PPK

TAHAP 1
1997-2007

Asian Financial Crisis

Rencana satu tahun untuk mencoba
mekanisme program di 12 kecamatan untuk
Program Pengembangan Kecamatan (PPK)

Program Kemiskinan Perkotaan (PKP) berdasarkan pada PPK
diluncurkan untuk memindahkan sumber ke bagian 
perkotaan yang miskin;

Desentralisasi
pemerintah;

pertanyaan terhadap
hubungan PPK dan

pemda

Dana untuk RLFs

PNPM Mandiri didirikan sebagai program nasional,
PNPM Mandiri memiliki target untuk menjangkau
seluruh Indonesia pada tahun 2014. 
Bekerja di tingkat perkotaan dan perdesaaan 
untuk menunjukkan bahwa CDD dapat 
mengurangi kemiskinan.

PNPM Support Facility (PSF) didirikan untuk 
membantu Pemerintah menerapkan dan 
memperlebar program tersebut, melakukan 
pengawasan dan evaluasi, dan juga melakukan 
perubahan melalui penelitian.

April 2007
Tim Nasional Percepatan Penanggulangan 
Kemiskinan (TNP2K) dibentuk oleh Presiden 
untuk berkoordinasi dengan 4 klaster yang
berhubungan dengan kemiskinan.

2010

PNPM RESPEK diluncurkan untuk
mengatasi masalah geogra�s,
sosial dan ekonomi di Papua;
bantuan diberikan kepada desa.

PNPM Peduli diluncurkan untuk dapat
menjangkau kelompok tersisih lebih
baik. 15.000 orang berpartipasi di 
24 provinsi selama tahun peluncuran.

PNPM fasilitator mulai bekerja dengan
komunitas desa untuk membangun
Rancangan Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM-Des), yang akan
bekerja sebagai dasar dari proposal
yang diserahkan melalui program ini,
begitu pula untuk musyawarah
perencanaan pembangunan.

.

.

DPR, membentuk Undang-Undang 
Desa dan memberikan ruang yang 
cukup untuk masukan para ahli, 
konsultasi masyarakat dan 
kontribusi pemerintah.

UU DESA

...

.

.

PP membatasi prinsip CDD
yang ada di UU Desa2011

UU DESA
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Gambar 3. Evolusi PNPM Perdesaan dan Perkotaan
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